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LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan
2.1.1 Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu
mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris
sering Kkita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar
dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan,
prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisi-
kan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat
hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap
pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan
tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku
yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi
kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa Yyang
sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan
pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri

masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka
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untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50)

memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

=

Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi

3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun
implisit

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu

8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan
yang bersifat intra organisasi

9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-
lembaga pemerintah

10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term)
mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”,
“kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi
sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan
pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa
istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti
tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar,

proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).
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Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus
dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang
berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian
kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi,
sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. Dr. James E
Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah ““a purposive course of action
followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of
concern population.” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu
yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna
memecahkan suatu masalah tertentu) (Public Policymaking : An Introduction,
2nd, edisi 1994:5-6)

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi
Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa
yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau
dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara
kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan
diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga
menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan
yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka
yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat
kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah

kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan
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dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan
untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat
disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang
sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau
pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan

diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.2 Tahapan Kebijakan

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn adalah
sebagai berikut :
1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis
dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai
apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan.
Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam
agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik
yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk
menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.
Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan
(policy problem). policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang
pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan
ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Menurut William Dunn (1998), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari
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adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian
atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu
agenda kebijakan. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan
publik (Kimber, 1974; Salesbury, 1976; Sandbach, 1980; Hoghwood dan Gunn,
1986) diantaranya telah mencapai titik kritis tertentu yang jika diabaikan, akan
mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut
emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan
media massa, menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan
kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat, menyangkut suatu persoalan yang
fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).
2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas
oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian
dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari
berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan
perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijaka, dalam tahap
perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih
sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar
pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh
kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintahan. Namun
warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung.

Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik
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terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan
disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol-simbol tertentu.
Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,
implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu
kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap
akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan
demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah
kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah
kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan. Secara singkat, tahap —
tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini;

Penyusunan Kebijakan

l

Formulasi Kebijakan

Adopsi Kebijakan

l

Implemantasi Kebijakan

l

Evaluasi Kebijakan

Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34)
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2.2 Pengertian Implementasi

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya jaringan
komputerisasi menjadi lebih cepat dan tentunya dapat menghemat pengeluaran
biaya. Pelayanan tersebut terjadi sudah tidak membutuhkan banyak tenaga
manusia lagi melainkan yang dibutuhkan adalah manusia yang mempunyai ahli
untuk mengeprasionalkan jaringan komputerisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam
menunjang terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan publik,
perlu didukung dengan adanya implementasi yang berorientasi pada pelayanan
dan tujuan yang akan di tercapai.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang

dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:
“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam
kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the
means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to
give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap
sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2008:64).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti
mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk
melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.
Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat
berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan
yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga

menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah :
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Dalam tulisannya yang relatif singkat ”The Policy Implementation Process” di
dalam Jurnal Administration and Society, Vol 5 no. 4 tahun 1975, Donal Van
Meter dan Carl Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai :

” ... policy implementation encompasses those action by publik and privat
individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth
in the prior policy decisions.”

(“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan™). (Van Meter & Van Horn; 1975:447).

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan
tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu
keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan
pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam
praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di
bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak
jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya
tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai
berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
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keputusan-keputusan  eksekutif ~yang penting atau keputusan badan
peradilan”.(Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2008:68)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan
kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau
keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses
implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti
tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk
pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang
bersangkutan.

2.2.1 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh
Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “The stage of the
policy process imadiately after the passage of a law. Implementation viewed most
broadly, means administration of the law in which various actors, organizations,
procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an
effort to attain policy or program goals™ (Tahap penyelenggaran kebijakan segera
setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi
diartikan sebagai pengadminis-trasian undang-undang kedalam berbagai aktor,
organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk
mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut).
(Lester dan Stewart, 2000:104).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan
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kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji
terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk
atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak
bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk
mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam
bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan
dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi
kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana
yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan
kedua melalui formulasi kebijakan.

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan suatu implementasi Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan
beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumber-sumber kebijakan

3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana

4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

5. Sikap para pelaksana, dan

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik (Meter dan Horn dalam Wahab,
2004:79)

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat
dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu: Kesatu yaitu ukuran dan

tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut
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dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Kedua, sumber
daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino,
sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan
yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu
(Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142).

Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan
suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat
penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal
diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses
kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan
kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya
waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan
kebijakan. Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri
badan/instansi pelaksana kebijakan.

Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan
sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan
atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan
dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah
tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan
integritas moralnya (Subarsono, 2006:7). Keempat, komunikasi memegang
peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan.

Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa:
“Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan

informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok,
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melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik
pelaksanaan kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77).

Berdasarkan teori diatas maka Semakin baik koordinasi komunikasi
diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka
terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula
sebaliknya. Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo,
bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma
norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn
dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin.

Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa
memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah
ditetapkan sebelumnya. Keenam, dalam menilai Kkinerja keberhasilan
implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh
Agustino adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan
kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah
ekonomi, sosial, dan politik. (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:144).
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan
keberhasilan suatu implementasi.
2.2.2 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka
diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. (M. Irfan Islamy 1997:

102-106) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu:
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a.

Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan
disahkannya suatu  kebijakan  maka  kebijakan  tersebut  akan
terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara
terhadap kedaulatan negara lain.

Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu
diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan
kebijakan tercapai. (Islamy 1997: 102-106).

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin Abdul

Wahab (1991: 36) dalam buku analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi

kebijakan negara mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap | Terdiri atas kegiatan-kegiatan:

a.

b.

C.

Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
Menentukan standar pelaksanaan

Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap Il: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan:

a.

b.

C.

d.

Struktur staf,
Sumber daya,
Prosedur,

Biaya serta metode

Tahap I11: Merupakan kegiatan-kegiatan:

a.

b.

Menentukan jadwal
Melakukan pemantauan
Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil
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tindakan yang sesuai dengan segera. (Hogwood dan Lewis dalam Wahab
1991: 36)

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan
penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier
dalam Solichin Abdul Wahab, yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan
berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu
program diberlakukan atau dirumuskan.

Yakni peristiwa-peristiva dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah
proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha administrative
maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak
saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas
sasaran (target grup) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi,

sosial yang berpengaruh pada impelementasi kebijakan negara.

2.2.3 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Budi Winarno implementasi kebijakan bila dipandang dalam
pengertian yang luas, merupakan: “Alat administrasi hukum dimana berbagai
aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”
(Winarno 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara
secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.
Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab, yaitu :

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak
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b. Akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan
tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.

c. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup
memadai.

d. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;

e. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan
kausalitas yang handal.

f. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya.

g. Hubungan saling ketergantungan kecil.

h. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

I. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

J.  Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

k. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Hogwood dan Lewis dalam Wahab
1997:71-78).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan

untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula

oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu

kebijakan publik dikarenakan :

a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-
badan pemerintah;

b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
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c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan
dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan;

d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu
lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;

e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak
melaksanakan suatu kebijakan. (Suggono, 1994:23)

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukug implementasi kebijakan
harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat
mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan
akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan
yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:235), menjelaskan yang dimaksud
dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau
keinginan tidak dapat diwujudkan.

Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan kebijakan publik,

implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan,

maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan

penerapan prioritas, atau programprogram kebijakan terlalu umum atau sama

sekali tidak ada.
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Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang
akan dilaksanakan.
Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan adanya
kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan
publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber
daya sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan
tenaga manusia.
b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang
peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat
berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.Informasi ini justru tidak
ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada
pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan
tersebut.
d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu
kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku
yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi
tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat

menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung
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jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya
pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (Sunggono, 1994: 149-153).

Sementara menurut Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang
menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu:
a. Kepentingan

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali
menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka
peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (gainer), sedangkan dipihak
lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (looser),
(Agus Dwiyanto, 2000).

Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang
yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan complain
bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik
kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin
sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

b. Azas manfaat

Dalam konteks pemerintahan yang efektif, pemerintah haruslah
menyelesaikan persoalan-persoalan, walaupun tidak bisa dikatakan seluruh
persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian
memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk
menyelesaikan persoalan mereka yang muncul dalam masyarakat.

Pada tataran “menyelesaikan persoalan” tersebut, artinya kebijakan
sebagai upaya intevensi pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat baik

langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu bagi pemerintah sendiri akan
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berdampak sangat positif. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka
semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam
proses implementasi nantinya akan lebih mudah, mudah dalam arti untuk waktu
yang tidak begitu lama implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat, maka
akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

c. Budaya

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik
adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat, maksudnya
sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan
sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika suatu kebijakan
baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat
lain sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok
sasaran.

Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut
perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan
seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh
pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.

d. Aparat pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang
menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan.
Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat
pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan
pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif

dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat
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yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu
diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang
menyimpang.

Perlu  juga dipraktekkan, pilihan  program  sebagai  upaya
mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin transparansi
dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu,
kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala
yang sering dijumpai, terutama menyangkut implementasi kebijakan yang
menumbuhkan keterampilan khusus.

e. Anggaran

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh
sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan
teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu
program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya
yang ada tidak mendukung, maka implementasi program tersebut nantinya akan
menemui kesulitan.

Dari kedua pendapat ahli diatas terkait dengan faktor-faktor penghambat
Implementasi Kebijakan, maka penulis menjadikan pendapat dari Darwin (1999)
sebagai faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan yaitu :

1. Kepentingan

2. Azas manfaat

3. Budaya

4. Aparat pelaksana

5. Anggaran
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Karena sangat sesuai dengan kondisi dan keterbutuhan penelitian yang

dilakukan oleh penulis.

2.2.5 Model-Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Daniel Mazmanian dalam Leo Agustino (2008:144),
“berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah
kemampuannya dalam mengidentifikasikan variable-variabel yang mempengaruhi
tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi”.
Variable-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori
besar, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat
3. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

Model yang dikembangkan oleh Donald VVan Metter dan Carl Van Horn
dalam Leo Agustino (2008:141), Proses implementasi ini merupakan sebuah
abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya
secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan pubik yang
tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel”.

Model ini mengandaikan bahwa imlementasi kebijakan berjalan secara
linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan
publik. Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan suatu implmentasi menurut Van Meter dan Van Horn juga
mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu

implementasi, yaitu:
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1. Ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumber-sumber kebijakan

3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana

4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan

5. Sikap para pelaksana, dan

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Agustino dapat
dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu:

1. Yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan
kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah
direncanakan.

2. Kedua, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn, sumber
daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang
dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu
(Meter dan Horn dalam Agustino, 2008:142). Sumber-sumber kebijakan
tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah.

3. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan
pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan
kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu
merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu
sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan
penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan
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kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu
merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu
sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan
penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

4. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi
pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi
kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta
cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.

5. Sikap/kecendrungan para Pelaksana, sangat banyak mempengaruhi
keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini
sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah
hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan
permasalahan yang mereka rasakan.

6. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, merupakan mekanisme
yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik Dalam menilai Kkinerja
keberhasilan implementasi kebijakan menurut VVan Meter dan Van Horn yang
dikutip oleh Agustino adalah sejauhmana lingkungan eksternal ikut
mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan
eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik (Meter dan Horn dalam
Agustino, 2008:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan
faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi. Lingkungan
eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik (Meter dan Horn dalam
Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan

faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.
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Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn Dalam Solichin (2008:71):
Model ini kerap kali disebut sebagai The top down approach, menurutnya untuk
mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna maka diperlukan
beberapa persyaratan tertentu, syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan
menimbulkan gangguan/kendala yang serius

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan
kausalitas yang andal

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya

6. Hubungan saling ketergantungan harus sedikit

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah
kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan
kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika
top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang
masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam

proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu
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proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.
Berdasarkan atas beberapa uraian tentang model implementasi kebijakan tersebut,
maka diperkirakan dan diharapkan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah
Kota Medan dapat di analisa menggunakan model-model tersebut, tetapi lebih di
tekankan pada penggunaan model implementasi yang dikembangkan oleh Van
Meter dan Van Horn.

Kerangka analisis implementasi kebijakan tersebut sangat jelas dan
diharapkan dapat memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan
publik, juga memungkinkan analisis tersebut dapat mendestrifsikan hubungan
antara pelaksanaan program dan hasilnya. Yaitu untuk menganalisis proses
implementasi kebijakan Walikota Medan tentang pembinaan para gelandangan
dan pengemis di Kota Medan dalam rangka menjawab berbagai permasalahan

dalam penelitian ini.

2.3 Gelandangan Dan Pengemis

2.3.1 Pengertian Gelandangan Dan Pengemis

1. Menurut Departemen Sosial R. | (1992), gelandangan adalah orang-orang
yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang
layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan
pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat
umum. “Pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari
meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan
belas kasihan dari orang.

2. Menurut PP No. 31 Tahun 1980, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup

dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam
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masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal
yang tetap serta hidup mengembara ditempat umum. Sedangkan Pengemis
adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di
muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan
orang lain.

3. Ali, dkk, (1990) menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang
berarti selalu mengembara, atau berkelana (lelana). Mengutip pendapat
Wirosardjono maka Ali, dkk., (1990) juga menyatakan bahwagelandangan
merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam
stratifikasimasyarakat kota. Dengan strata demikian maka gelandangan
merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan
pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum
serta tidur di sembarang tempat.

4. Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Ali, dkk., (1990) diberikan tiga
gambaran umum gelandangan, yaitu (1) sekelompok orang miskin atau
dimiskinkan oleh masyaratnya, (2) orang yang disingkirkan dari kehidupan
khalayak ramai, dan (3) orang yang berpola hidup agar mampu bertahan
dalam kemiskinan dan keterasingan.

5. lIstilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu
berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap (Suparlan,
1993 : 179). Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang
berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak
didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan

spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka
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bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal, semisal
pemulung, pengamen dan pengemis. Weinberg (1970 : 143-144)
menggambarkan bagaimana gelandangan dan pengemis yang masuk dalam
kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan
pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, Rubington &
Weinberg (1995 : 220) menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru
menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat normal.

Dengan mengutip definisi operasional Sensus Penduduk maka
gelandangan terbatas pada mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap,
atau tempat tinggal tetapnya tidak berada pada wilayah pencacahan. Karena
wilayah pencacahan telah habis membagi tempat hunian rumah tinggal yang lazim
maka yang dimaksud dengan gelandangan dalam hal ini adalah orang-orang yang
bermukim pada daerah daerah bukan tempat tinggal tetapi merupakan konsentrasi
hunian orang-orang seperti di bawah jembatan, kuburan, pinggiran sungai, emper
took, sepanjang rel kereta api, taman, pasar, dan konsentrasi hunian gelandangan
yang lain.

Pengertian gelandangan tersebut memberikan pengertian bahwa mereka
termasuk golongan yang mempunyai kedudukan lebih terhormat daripada
pengemis. Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak
memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sebaliknya pengemis
hanya mengharapkan belas kasihan orang lain serta tidak tertutup kemungkinan
golongan ini mempunyai tempat tinggal yang tetap.

Dengan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan
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kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai
tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup
mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan
penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan
alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu

ketertiban umum.

2.3.2 Ciri-ciri Gelandangan Dan Pengemis
Ciri-ciri dari gepeng (gelandangan dan pengemis) yaitu :

1. Tidak memiliki tempat tinggal.
Kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini tidak memiliki tempat hunian atau
tempat tinggal. Mereka biasa mengembara di tempat umum. Tidak memiliki
tempat tinggal yang layak huni, seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta
api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan lain-lain

2. Hidup di bawah garis kemiskinan.
Para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk
kehidupan mereka ke depan bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis
atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya.

3. Hidup dengan penuh ketidakpastian.
Para gepeng hidup mengelandang dan mengemis di setiap harinya. Kondisi ini
sangat memprihatikan karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapat
jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri yaitu ASKES untuk

berobat dan lain lain.
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4. Memakai baju yang compang camping.
Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi
melainkan baju yang kumal dan dekil.

5. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari puntungrokok,
penarik grobak.

6. Tuna etika, dalam arti saling tukar-menukar istri atau suami, kumpulkebo atau
komersialisasi istri dan lain-lainnya.

7. Meminta-minta di tempat umum. Seperti terminal bus, stasiun kereta api, di
rumah-rumah atau ditoko-toko.

8. Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai

dengan tutur kata yang manis dan ibah.

2.3.3 Karakteristik Gelandangan
Namun secara spesifik, Karakteristik Gepeng dapat dibagi menjadi :

1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal di
sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-
tempat umum, biasanya di kota-kota besar.

2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan
bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.

3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa

makanan atau barang bekas.

2.3.4 Karakteristik Pengemis

1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
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2. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan
(lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.

3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan ; berpura-pura sakit,
merintih dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci,
sumbangan untuk organisasi tertentu.

4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan
penduduk pada umumnya.

Menurut Soetjipto Wirosardjono mengatakan ciri-ciri dasar yang
melekat pada  kelompok masyarakat yang dikatagorikan gelandangan
adalah:”mempunyai lingkungan pergaulan, norma dan aturan tersendiri yang
berbedadengan lapisan masyarakat yang lainnya, tidak memliki tempat tinggal,
pekerjaandan pendapatan yang layak dan wajar menurut yang berlaku memiliki

sub kultur khas yang mengikat masyarakat tersebut.

2.3.5 Klasifikasi Masalah Gelandangan Dan Pengemis
Masalah gelandangan dan pengemis masuk dalam beberapa klasifikasi
masalah-masalah sosial, diantaranya adalah :
1. Masalah Sosial Patologis
2. Masalah Sosial kontemporer-modern

3. Masalah Sosial manifest

2.3.6 Pentingnya Penanganan Gelandangan Dan Pengemis
1. Gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan salah satu dampak negatif
pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Keberhasilan percepatan

pembangunan di wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan
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pembangunan di wilayah pedesaan mengundang arus migrasi desa-kota yang
antara lain memunculkan gepeng karena sulitnya pemukiman dan pekerjaan di
wilayah perkotaan dan pedesaan.

2. Dampak tersebut membuat masalah ini menjadi sangat sulit untuk dihindari.
Disini terjadi semacam hubungan sebab-akibat, yaitu, ramainya gelandangan
dan pengemis ini terjadi karena tingginya angka pembangunan di kota, namun
didesa sendiri sangat lambat bahkan tidak ada, yang menyebabkan masyarakat
miskin pergi ke kota dan pada akhirnya menjadi gelandangan dan pengemis.

3. Dengan berkembangnya gepeng maka diduga akan memberi peluang
munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan
menganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu, serta cita-cita
nasional tidak dapat diwujudkan. Jelaslah diperlukan usaha-usaha
penanggulangan gepeng tersebut. Ini terjadi karena gelandangan dan pengemis
ini pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan di
daerah perkotaan.

4. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
Kementerian Sosial, tercatat pada tahun 2008, jumlah gelandangan mencapai
25.169 orang dan jumlah pengemis mencapai 35.057 orang. Data yang dikutip
memang masih perlu ditanyakan kevaliditasannya, mengingat pendataan pada
kelompok ini relatif sulit, karena mobilitas mereka yang tinggi. Sementara itu,
berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
Kementerian Sosial, tercatat pada tahun 2010, jumlah gelandangan mencapai

25.662 orang, jumlah pengemis mencapai 175.478 orang.

40

UNIVERSITASMEDAN AREA



5. Dapat dipastikan angka ini seperti di atas merupakan fenomena puncak
gunung es (tips of iceberg) di mana angka riilnya dimungkinkan dapat lebih
tinggi. Angka gelandangan dan pengemis juga diperkirakan terus naik,
mengingat daya tarik kota yang semakin kuat bagi orang-orang desa dan
semakin susahnya mencari lapangan pekerjaan di desa.

6. Berbagai laporan menunjukkan bagaimana pemerintah kota, sebagai
contohnya Medan, telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah, seperti
Perda Peraturan Daerah Kota Medan Nomor: 6 Tahun 2003 Tentang Larangan
Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan yang
melarang orang untuk menggelandang, mengemis dan melakukan aktivitas
yang mengganggu ketertiban di jalan, termasuk larangan membeli dagangan
asongan dan memberi sedekah pada pengemis di jalanan di Medan. Kota
Medan juga telah mengadakan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan
berbagai instansi seperti Tramtib, Kepolisian, maupun Dinas Sosial melalui
operasi yustisi dalam penanganan gelandangan, untuk selanjutnya
mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di panti-panti pemerintah.
Namun demikian, permasalahan gelandangan dan pengemis masih tetap
merebak di kota Medan dan kota-kota lainnya.

7. Tampaknya gepeng tetap menjadi masalah dari tahun ke tahun, baik bagi
wilayah penerima (perkotaan) maupun bagi wilayah pengirim (pedesaan)
walaupun telah diusahakan penanggulangannya secara terpadu di wilayah
penerima dan pengirim. Setiap saat pasti ada sejumlah gepeng yang kena razia

dan dikembalikan ke daerah asal setelah melalui pembinaan.
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Penanggulangan gepeng akan mampu mewujudkan stabilitas nasional,

khususnya stabilitas dalam bidang keamanan dan ketertiban sehingga diperlukan

suatu studi yang mampu menggambarkan secara utuh.

2.4 Kerangka Pemikiran

Permasalahan Gelandangan dan
Pengemis yang ada di Kota
Medan

|

A
Dasar Hukum tentang
Gepeng
Perda No. 6 Tahun 2003

Implementasi Kebijakan

y

Faktor
Pendukung

\ 4

-~®ao0o

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu
Implementasi Menurut Van Meter dan Van
Horn:

a.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Sumber-Sumber Kebijakan

Ciri-Ciri Pelaksana

Komunikasi Antar Organisasi

Sikap Para Pelaksana

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Faktor
Penghambat

'

Keberhasilan implementasi Perda No. 6 Tahun 2003

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
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